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BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Sistem perdagangan internasional selama beberapa dekade terakhir bertumpu pada

kerjasama multilateral yang diawasi oleh organisasi perdagangan internasional WTO

(World Trade Organization). Kerjasama multilateral ini lahir sebagai upaya untuk

merekonstruksi kembali perekonomian negara yang hancur akibat Perang Dunia II dimulai

dengan perjanjian perdagangan GATT (General Agreement on Tariffs and Trade) tahun

1948 yang kemudian terlembaga menjadi WTO pada tahun 1994 (Irwin, 1994: 1). Sebagai

negara pemenang perang yang tidak mengalami kerusakan materiil langsung, Amerika

Serikat (selanjutnya akan disingkat AS) menjadi promotor sekaligus donatur terbesar

dalam pembentukan kerjasama liberalisasi perdagangan ini untuk mempercepat pemulihan

ekonomi terutama negara-negara Eropa yang dulu menjadi mitra strategis dagangnya.

Dengan hadirnya WTO, negara anggota mendapat jaminan untuk bisa mengakses

pasar luar terutama pasar negara maju seperti AS. Perekonomian internasional juga tumbuh

membaik secara berangsur-angsur karena adanya kerjasama perdagangan. Namun

perdagangan bebas juga memunculkan fenomena free-rider (Axelrod dan Keohane, 1985).

Negara dikatakan sebagai free-rider jika negara tersebut mendapat keuntungan dari

kelonggaran kebijakan perdagangan seperti potongan tarif dari kesepakatan perdagangan

yang dilakukan oleh negara lain tanpa harus menanggung kerugian atau patuh pada

kewajiban dalam kesepakatan tersebut. Fenomena ini semakin tak dapat dihindari karena

adanya prinsip MFN (Most Favored Nation) sebagai salah satu pilar WTO. MFN memiliki
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makna bahwa kebijakan perdagangan yang diberlakukan oleh salah satu negara anggota

terhadap produk dari negara anggota lain harus berlaku juga untuk produk yang sama dari

semua negara anggota WTO. Dampak dari fenomena ini akan lebih nyata dirasakan oleh

negara dengan kapasitas ekonomi yang besar karena kemampuannya dalam memengaruhi

harga pasar akan berpengaruh terhadap free-rider yang bergantung pada kesepakatan

perdagangan yang dilakukan oleh negara lain (Ludema & Mayda, 2007: 2).

WTO juga memberikan perlakuan khusus kepada negara berkembang. Perlakuan

khusus yang dimaksud biasanya dengan memberikan negara berkembang kelonggaran

waktu lebih lama dalam implementasi aturan-aturan tarif WTO yang ketat dan rendahnya

level kewajiban yang harus ditaati. Artinya negara berkembang bisa menikmati

penghilangan tarif dan rintangan perdagangan yang sudah diterapkan lebih dulu oleh

negara maju namun masih tetap bisa mempertahankan aturan-aturan proteksi

perdagangannya. Hal ini diharapkan bisa membantu negara berkembang membangun

infant industry dan diversifikasi basis industri domestiknya yang masih mengutamakan

komoditas pertanian (Ornelas 2016: 1).

AS sendiri mempunyai beberapa program tarif preferensi yang diberikan kepada

negara berkembang, yaitu GSP (Generalized System of Preference) yang bersifat unilateral,

serta tiga program yang berbasis regional seperti CBERA (Carribean Basin Economic

Recovery Act), ATPA (Andean Trade Preferences Act), dan AGOA (African Growth and

Opportunity Act). Skema GSP diadopsi oleh AS pada tahun 1976 berdasarkan Trade Act

1974 yang membebaskan pajak produk impor dari negara berkembang yang memenuhi

syarat. Namun tidak semua produk mendapatkan pembebasan pajak dan negara

berkembang juga wajib memenuhi syarat ketat yang diajukan oleh negara pemberi tarif

preferensi. Berdasarkan Trade Act, negara yang tidak bisa masuk daftar program GSP AS
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adalah negara komunis, merupakan anggota kartel internasional yang menyebabkan

kerugian terhadap perekonomian dunia, memberikan preferensi kepada negara lain selain

kepada AS, nasionalisasi terhadap investasi AS, tidak mematuhi putusan arbitrase,

keterlibatan dalam aksi terorisme, pelanggaran hak pekerja, child labour, dll (Sec. 502, US

Trade Act, 1974). Selain itu, ada beberapa kriteria yang juga menjadi penentu apakah

negara tersebut layak masuk dalam daftar GSP AS yaitu keinginan untuk menjadi negara

penerima manfaat, tingkat perkembangan ekonomi, apakah negara maju lain juga

memberikan tarif preferensi GSP, tingkat perlindungan hak kekayaan intelektual,

keterbukaan pasar, kebijakan perdagangan dan investasi serta perlindungan hak pekerja

(Sec. 503(c), US Trade Act, 1974). Beberapa negara yang menjadi penerima manfaat GSP

dari AS adalah Brazil, Rusia, Indonesia, Turkey, Afrika Selatan, India dan Thailand.

Tabel 1.1 Lima negara penerima manfaat terbesar dalam program GSP AS 2014-2018

(nilai ekspor dalam US juta dolar).

Negara 2014 2015 2016 2017 2018

India 4,476 4,622 4,747 5,766 6,347

Thailand 3,500 3,625 4,058 4,192 4,381

Brazil 1,906 1,944 2,198 2,512 2,511

Indonesia 1,690 1,682 1,792 2,031 2,239

Turkey 1,151 1,229 1,464 1,645 1,936

Sumber: USITC DataWeb (dataweb.usitc.gov).

Dengan berkurangnya hambatan perdagangan dari negara maju serta adanya

insentif yang diberikan kepada negara berkembang, seiring waktu konsentrasi perdagangan

global mulai berubah. Perdagangan dunia yang dulu didominasi oleh AS, Eropa, dan

Jepang, kini bermunculan beberapa pemain baru seperti Tiongkok, Singapura, Korea
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Selatan, dan India yang juga berkontribusi besar bahkan dalam beberapa hal hampir

melampaui pemain besar. Ekspor dari negara berkembang tumbuh hingga mencakup

hampir setengah dari ekspor dunia dengan dua pertiganya berasal dari 15 negara

berkembang terbesar. Dapat dilihat di tabel di bawah bahwa persentase ekspor dari negara

berkembang semakin bertambah. Di sisi lain, ekspor dari negara maju juga ikut bertambah

namun tidak signifikan seperti negara berkembang, bahkan persentase porsi perdagangan

dunia dari negara maju berkurang.

Tabel 1.2 Ekspor negara pilihan dan kelompoknya serta porsinya dari total ekspor dunia

No. Negara

Nilai ekspor

(dalam US miliar

dolar)

Porsi dari total

ekspor dunia

(dalam %)

Kenaikan

nilai ekspor

dari 2000-

2017

(dalam %)

2000 2017 2000 2017

1. Tiongkok 249.2 2,263.4 3.9% 12.8% 808.2%

2. Korea Selatan 172.3 573.7 2.7% 3.2% 233.0%

3. Hong Kong 202.7 550.3 3.1% 3.1% 171.5%

4. Meksiko 166.4 409.4 2.6% 2.3% 146.1%

5. Singapura 137.8 373.2 2.1% 2.1% 170.8%

6. Uni Emirat Arab 49.8 313.5 0.8% 1.8% 529.1%

7. India 42.4 299.2 0.7% 1.7% 605.9%

8. Thailand 69.0 236.6 1.1% 1.3% 243.1%

9. Arab Saudi 77.6 218.4 1.2% 1.2% 181.5%

10. Malaysia 98.2 217.8 1.5% 1.2% 121.8%

11. Brazil 55.1 217.8 0.9% 1.2% 295.1%
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12. Vietnam 14.5 214.3 0.2% 1.2% 1379.8%

13. Indonesia 65.4 168.6 1.0% 1.0% 157.7%

14. Turki 27.8 157.0 0.4% 0.9% 465.2%

15. Afrika Selatan 30.0 88.8 0.5% 0.5% 196.3%

Negara berkembang 2,240.8 8,460.6 34.7% 47.8% 277.6%

1. Uni Eropa 2,457.1 5,900.6 38.1% 33.3% 140.1%

2. Jepang 479.2 698.1 7.4% 3.9% 45.7%

3. Amerika Serikat 781.9 1,546.3 12.1% 8.7% 97.8%

Negara maju 4,215.4 9,246.1 65.3% 52.2% 119.3%

Dunia 6,456.2 17,706.7 174.3% 100.0% 100.0%

Sumber: WTO, http://data.wto.org (dikutip dari Gonzalez, 2019).

Sistem perdagangan internasional telah memberikan kesempatan kepada negara

untuk menikmati manfaat dari perdagangan bebas dengan adanya keterbukaan pasar.

Akibatnya persaingan antara produsen domestik dan asing semakin meningkat. Konsumen

kini bisa membeli barang yang mungkin tidak tersedia di dalam negeri dan memiliki

beragam pilihan dengan harga yang murah. Teknologi yang semakin berkembang pesat

juga turut memiliki andil dalam mensejahterakan negara berkembang dengan menambah

daya saing produknya agar lebih kompetitif dengan produk negara maju. AS sebagai

negara dengan ekonomi yang besar bukan tidak kebal dengan ancaman ini. Persaingan

yang meningkat menyebabkan merosotnya bisnis dan industri AS yang kurang produktif.

Kesempatan ekonomi di luar negeri yang besar juga menyebabkan banyak industri AS

memindahkan perusahaannya ke luar negeri demi penghematan biaya dan keuntungan

yang lebih besar.

http://data.wto.org/
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Kombinasi dari beberapa faktor di atas melahirkan kekuatan ekonomi baru di

beberapa negara Asia dan merupakan tantangan bagi AS sebagai pemimpin hegemoni.

Salah satu contohnya adalah Tiongkok yang masuk WTO tahun 2001 dan sekarang

memiliki andil 10% dalam ekspor barang dan jasa global, persentase yang nyaris sama

dengan yang dimiliki AS (WTO 2019). Posisi relatif ekonomi AS terus menurun pasca

Perang Dunia II seiring dengan tumbuhnya perekonomian negara berkembang serta

bertambah besarnya defisit neraca perdagangan AS. Performa industri dalam negeri AS

yang menurun karena dihadapkan pada peningkatan persaingan produk asing menimbulkan

tekanan besar agar ada perubahan dalam kebijakan perdagangan AS meskipun secara

keseluruhan perekonomian AS berjalan dengan baik. Perubahan yang diusulkan meliputi

proteksi dari barang impor, promosi ekspor yang lebih agresif, dan retaliasi terhadap pihak

yang melakukan pembatasan barang impor dari AS. Defisit perdagangan yang besar

menimbulkan kecurigaan pada negara yang dianggap mengambil keuntungan sepihak dari

prinsip perdagangan bebas AS.

Sejak terpilihnya Donald Trump sebagai Presiden AS pada 2016, beberapa

kebijakan proteksionis telah diambil untuk melindungi perdagangan AS seperti

pemberlakuan tarif impor aluminium dan baja hingga perang dagang dengan Tiongkok

(Noland 2019). Kebijakan ini diambil setelah adanya laporan investigasi dari U.S.

Department of Commerce (2018, 5) bahwa tingginya impor aluminium dan baja

menyebabkan merosotnya industri baja dalam negeri dan karenanya mengancam keamanan

nasional AS. Untuk menekan impor, Presiden AS memberlakukan tarif impor aluminium

sebesar 10% dan 25% untuk impor baja mulai dari tanggal 23 Maret 2018 (The White

House, 2020). AS juga mempermasalahkan negara yang jika diukur dari PDB per kapita,

termasuk negara dengan pendapatan tinggi namun masuk ke kelompok negara berkembang.

Contohnya seperti Brunei, Hong Kong, Kuwait, Makau, Qatar, Singapura, dan Uni Emirat
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Arab. Beberapa yang lainnya bahkan merupakan anggota G20 dan OECD (Organization

for Economic Cooperation and Development) seperti Meksiko, Korea Selatan, dan Turki

(The White House, 2019).

Alasan praktik dagang yang tidak adil membuat AS tidak hanya mendesak WTO

untuk mereformasi sistem pembagian negara maju dan berkembang namun juga merevisi

ulang kelayakan negara-negara penerima manfaat dari GSP AS. Berdasarkan US Trade Act

1974 Sec. 504 (a), presiden AS mempunyai kekuasaan untuk mencabut, menangguhkan

atau membatasi program GSP kepada negara penerima. Pada tahun 2019, AS sudah

mengeluarkan India dan Turki dari daftar negara penerima GSP. Saat masih menerima

GSP, impor kendaraan dan suku cadang, perhiasan dan logam mulia, dan batu pahat dari

Turki bebas masuk pasar AS tanpa pajak. Total nilai impor produk GSP dari Turki tahun

2017 mencapai 1.66 miliar dolar, atau sebesar 17.7% dari keseluruhan impor AS dari Turki.

Pemberlakuan tarif impor yang tinggi bukanlah hal yang pertama kali terjadi

sepanjang sejarah AS. Salah satu yang sering dijadikan rujukan adalah tarif Smoot Hawley

pada tahun 1930. Sekitar 900 jenis barang impor dikenakan tarif sebesar 40%-60%. Tarif

ini juga diberlakukan bersamaan dengan mulainya krisis ekonomi global (GreatDepression)

pada akhir tahun 1929. Tujuannya adalah untuk melindungi petani dan pengusaha AS dari

kompetisi impor dan meningkatkan pendapatan negara dari tarif tersebut. Hal ini

menunjukkan bahwa meskipun pemerintah mendukung perdagangan bebas, sangat

mungkin bagi mereka untuk mengorbankan manfaat perdagangan internasional untuk

melindungi kepentingan masyarakatnya yang lebih mendesak (Evenett 2019: 537).

Kebijakan perdagangan yang kini diambil oleh AS bersifat sepihak dan cenderung

proteksionis. AS sebagai negara yang terus mengampanyekan prinsip-prinsip perdagangan
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bebas dan kerjasama multilateral untuk memperbaiki perekonomian dunia kini melindungi

pasar domestiknya dengan menerapkan hambatan perdagangan bagi negara yang dianggap

merugikan perdagangannya. Kerugian-kerugian ini bukan hanya karena negara lain secara

agresif ingin mengambil keuntungan secara sepihak dari AS, namun ada faktor yang lebih

sistemik dalam sistem perdagangan internasional sehingga kerugian tak dapat terhindarkan.

Berangkat dari latar belakang ini, penulis tertarik untuk menganalisis lebih lanjut faktor-

faktor apa saja yang menyebabkan diberlakukannya kebijakan perdagangan proteksionis

oleh AS dengan level analisis sistem.

1.2 RUMUSAN MASALAH

Dengan fenomena yang telah dijabarkan di bagian latar belakang di atas, maka

dapat dirumuskan rumusan masalah penelitian yaitu, “Bagaimana faktor-faktor dalam

sistem perdagangan internasional mempengaruhi kebijakan perdagangan

proteksionis Amerika Serikat?”

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini ditujukan untuk memahami mengapa Amerika Serikat menerapkan

kebijakan perdagangan proteksionis dilihat dari faktor-faktor eksternal yang ada di sistem

perdagangan internasional.
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1.4 MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat Teoritis: Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi terhadap

perkembangan kajian studi dalam Ilmu Hubungan Internasional mengenai

kebijakan perdagangan proteksionis Amerika Serikat dan penyebabnya.

2. Manfaat Praktis: Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan

pemecahan masalah bagi lembaga atau instansi terkait untuk menambah informasi

atau menjadi pertimbangan dalam menentukan kebijakan perdagangan negara

dengan mitra dagang internasionalnya.

1.5 KAJIAN PUSTAKA

Tabel 1.3 Penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik penelitian

No Penelitian Terdahulu Keterangan

1 Nama Penulis Pablo D. Fajgelbaum, Pinelopi K. Goldberg, Patrick

J. Kennedy, Amit K. Khandelwal

Judul The Return to Protectionism

Nama Jurnal The Quarterly Journal of Economics Vol. 135, Issue

1, Hal. 1-55

Tahun 2020 (Oxford University Press)

Hasil Penelitian Menganalisis dampak jangka pendek dari

diberlakukannya kebijakan perdagangan proteksionis

terhadap perekonomian AS

Perbandingan Penelitian sebelumnya membahas tentang analisis

dampak dari kebijakan perdagangan proteksionis
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terhadap perekonomian AS, sedangkan pada

penelitian ini akan membahas penyebab AS

mengambil kebijakan perdagangan proteksionis.

2 Nama Penulis Azza Bimantara

Judul Donald Trump’s Protectionist Trade Policy from the

Perspective of Economic Nationalism

Nama Jurnal Jurnal Hubungan Internasional Vol. 7, No. 2, Hal.

189-204

Tahun 2019 (Universitas Muhammadiyah Yogyakarta)

Hasil Penelitian Memaparkan bahwa kebijakan perdagangan

proteksionis Donald Trump merupakan upaya untuk

melindungi kepentingan nasional juga mengamankan

kekuasaan politiknya di hadapan para konstituen dan

tuntutannya

Perbandingan Penelitian sebelumnya menganalisis penyebab AS

mengambil kebijakan perdagangan proteksionis dari

level analisis domestik. Penelitian ini akan

menganalisis kasus yang sama namun menggunakan

level analisis sistem internasional.

3 Nama Penulis Sang-Chul Park

Judul U.S. Protectionism and Trade Imbalance between the

U.S. and Northeast Asian Countries

Nama Jurnal International Organisations Research Journal Vol. 3,

No. 12, Hal. 76-100



11

Tahun 2018 (National Research University Higher School

of Economics)

Hasil Penelitian Memaparkan bahwa salah satu penyebab AS

mengambil kebijakan perdagangan proteksionis

adalah adanya ketidakseimbangan neraca

perdagangan AS dengan Asia Timur dan dampaknya

terhadap kerja sama ekonomi yang ada di Asia Timur

Perbandingan Penelitian sebelumnya menganalisis penyebab dan

dampak kebijakan perdagangan proteksionis AS

terhadap Asia Timur, sedangkan pada penelitian ini

hanya akan menganalisis penyebab dan tidak

memfokuskan hanya pada regional tertentu saja.

1.6 LANDASAN TEORI

1.6.1 Kerangka Teori

1.6.1.1 Teori Kestabilan Hegemoni (Hegemonic Stability Theory)

Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan Hegemonic Stability Theory untuk

melihat bagaimana sistem dan hegemon saling mempengaruhi satu sama lain. Tujuan dari

teori ini secara umum adalah untuk menjelaskan perilaku dan kebijakan yang diambil oleh

hegemon. Teori ini banyak digunakan untuk menjelaskan dinamika yang terjadi sebagai

hasil dari interaksi antarnegara dalam sistem seperti perang, kerjasama perdagangan, dan

kestabilan internasional.
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1.6.1.1.1 Teori Kestabilan Hegemoni menurut Charles Kindleberger

Perilaku hegemon dalam HST bisa dipahami dari bermacam perspektif Hubungan

Internasional seperti liberalisme dan realisme. Charles Kindleberger merupakan salah satu

ahli teori dalam perspektif liberalisme. Menurutnya, sistem akan berjalan dengan stabil jika

terdapat satu negara yang bertindak sebagai stabilisator. Peran ini harus dipegang oleh

hegemon sebagai negara dengan sumber daya dan kekuatan terbesar dalam sistem. Dalam

konteks perdagangan internasional, liberalisme ekonomi akan tercapai jika didukung oleh

hegemon yang mendukung prinsip-prinsip perdagangan bebas (Kindleberger 1973: 305).

Teori yang diajukan oleh Kindleberger menjelaskan bahwa kestabilan ekonomi

internasional adalah public goods karena semua negara mendapatkan manfaatnya terlepas

apakah mereka ikut berkontribusi untuk mendukung kestabilan tersebut. Negara kecil dan

menengah cenderung tidak berkontribusi karena sadar dampaknya tidak akan seberapa

terhadap keseluruhan sistem. Inilah sebabnya mengapa mereka bisa dengan mudah

melakukan free-ride dengan mencari cara untuk mencapai kepentingan nasionalnya sendiri

dan berharap negara lain yang lebih besar menanggung beban tersebut. Jika dunia hanya

berisi negara kecil dan menengah, semua negara akan memiliki kecenderungan untuk

melakukan hal tersebut dan karenanya kestabilan sistem akan sulit tercapai (Kindleberger

1981: 247). Hanya negara besar yang mempunyai sumber daya dan motivasi yang cukup

untuk membuat aturan dan mampu mengajak negara lain mematuhinya agar kestabilan

sistem tercipta. Menurut Kindleberger, kestabilan sistem ekonomi internasional dapat

tercapai jika lima syarat terpenuhi, yaitu keterbukaan pasar, pinjaman jangka panjang,

sistem nilai tukar yang stabil, koordinasi kebijakan makroekonomi, dan adanya tempat

peminjaman terakhir (last resort). Hegemon bertanggung jawab sebagai fasilitator dalam

memenuhi lima syarat ini (Kindleberger 1973: 289). Dalam teori ini, Kindleberger lebih



13

menekankan pada perilaku hegemon yang lunak (benevolent) karena bertindak sebagai

penyedia sekaligus stabilisator untuk sistem.

1.6.1.1.2 Teori Kestabilan Hegemoni menurut Robert Keohane

Hegemon menurut Robert Keohane (1984) merupakan pemimpin yang mendorong

kerjasama antarnegara untuk meraih keuntungan bersama dalam kebijakan kolektif.

Keohane berpendapat bahwa institusi atau rezim ekonomi internasional diperlukan untuk

memfasilitasi ekonomi politik internasional agar efisien. Rezim internasional dapat

mendorong tercapainya kepentingan bersama dibandingkan jika masing-masing negara

hanya bekerja sendiri untuk memenuhi kepentingan nasionalnya semata. Hegemon akan

mengajak negara lain bekerja sama untuk mengurangi biaya transaksi dan ketidakpastian

serta membangun prospek interaksi ekonomi yang menguntungkan.

Dari perspektif liberal menurut Keohane ini, hegemon dilihat sebagai negara

penjamin kerjasama internasional yang mampu menyelesaikan masalah dengan mendorong

negara lain untuk mengambil kebijakan kolektif agar bisa menguntungkan semua pihak.

Teori ini sangat bernuansa liberal karena hegemon harus memahami kepentingan bersama

dengan negara lain, menyesuaikan posisi tawarnya (bargaining position), dan

menginvestasikan sumber dayanya untuk mendirikan institusi internasional (Keohane

1984: 33-34). Pada tahun 1950-1960an misalnya, AS tidak memaksa negara lain untuk

menerima aturan yang hanya memberikan sedikit keuntungan bagi mereka. AS melakukan

upaya joint policy efforts di area yang memiliki kepentingan ekonomi bersama dengan

negara lain serta memberikan insentif yang besar untuk menciptakan kerjasama. Terbukti

hanya dalam rentang waktu lima tahun (1947-1962) AS menginisiasi enam negosiasi

liberalisasi perdagangan multilateral.
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Tatanan dan keteraturan dalam sistem disokong oleh satu negara kuat yang

bertindak sebagai pemimpin yang disebut sebagai hegemon. Perkembangan ekonomi

internasional pasca Perang Dunia II yang ditandai dengan munculnya Pax Americana oleh

AS menyerupai Pax Britannica oleh Inggris pada abad ke-19. AS telah membentuk

General Agreement on Tariffs and Trade (GATT, sekarang WTO), International Monetary

Fund (IMF), International Bank for Reconstruction and Development (IBRD, Bank Dunia),

United Nations (UN), Organization of Economic Cooperation and Development (OECD),

dan rezim internasional lainnya (Pahre, 1999: 4). Rezim-rezim inilah yang mendukung

sistem perdagangan internasional yang berlandaskan perdagangan bebas.

1.6.1.1.3 Teori Kestabilan Hegemoni menurut Robert Gilpin

Dari perspektif realis, Robert Gilpin menyatakan bahwa hegemon merupakan

negara yang menggunakan sistem untuk mencapai kepentingannya sendiri dan terkadang

akan mengambil tindakan yang merugikan negara lain jika dirasa perlu. Hal ini

dikarenakan prioritas utama hegemon adalah untuk memaksimalkan keuntungan

ekonominya. Jika dalam dua teori kestabilan hegemoni sebelumnya hegemon akan

bertindak sebagai penopang sistem demi menguntungkan semua negara di dalamnya

sebagai tujuannya, maka dalam teori Gilpin, dampak positif yang sama bukan menjadi

tujuan akhir namun hanya merupakan efek samping dari perilaku hegemon yang ingin

memenuhi kepentingannya (Gilpin 1987: 73).

Gilpin (1981) mengelaborasi bagaimana distribusi kekuatan antarnegara dalam

sistem mempengaruhi perubahan yang terjadi dalam politik internasional. Perubahan pada

kekuatan dan kekayaan negara biasanya akan menyebabkan perubahan pula pada kebijakan

luar negerinya. Negara akan selalu berusaha mengubah sistem sosial, politik, dan ekonomi
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internasional agar bisa mencapai kepentingannya. Sebaliknya, sistem juga memiliki

pengaruh terhadap bagaimana cara individu, kelompok, dan negara mencapai tujuannya

dengan memberikan peluang dan tantangan dari interaksi entitas yang beragam di

dalamnya. Hal ini sesuai dengan topik yang akan diangkat penulis sehingga penulis akan

menggunakan teori dari Robert Gilpin untuk menganalisis penyebab AS memberlakukan

kebijakan perdagangan yang proteksionis.

Meskipun bersifat anarki, tingkah laku negara dapat dipengaruhi oleh sistem.

Perbedaan dalam distribusi kekuatan negara menentukan siapa yang mengatur sistem

terlebih lagi kepentingan siapa yang diutamakan dengan berjalannya sistem. Negara

dengan kekuatan politik, ekonomi, dan militer yang besar merupakan pihak yang mampu

mendominasi dan memimpin dalam sistem dan biasa disebut sebagai negara hegemon.

Hegemon menggunakan kemampuannya untuk mengatur proses interaksi berbagai elemen

dalam sistem demi mencapai kepentingannya sendiri. Kemampuan hegemon dalam

mempengaruhi sistem membuat negara-negara lain menyesuaikan kebijakan luar negerinya

agar selaras dengan kepentingan atau nilai yang dipromosikan hegemon. Sebagai

balasannya, hegemon menyediakan public goods agar negara lain mendapatkan manfaat

dari sistem sehingga perdamaian dan kesejahteraan dapat terjaga.

Public goods yang harus tersedia jika ingin menerapkan sistem perdagangan

internasional berlandaskan prinsip pasar bebas harus meliputi perekonomian internasional

yang stabil, adanya otoritas perdagangan supranasional, penegakan hukum yang efektif, dll.

Hegemon dengan kekayaannya mampu membiayai penyediaan public goods bagi

komunitas internasional. Namun karena hegemon terus mempertahankan status quo demi

kepentingannya sendiri, negara yang lebih kecil cenderung menikmati manfaat dari

tersedianya public goods tanpa harus ikut membayar bagiannya secara adil (free-riding).
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Dalam status quo, hegemon membutuhkan biaya untuk meningkatkan perkembangan

ekonomi internalnya dan biaya ini akan semakin besar seiring dengan majunya

perekonomian. Dari luar, pergeseran distribusi kekuatan yang berpotensi merugikan

hegemon seperti meningkatnya jumlah dan kekuatan negara pesaing memaksa hegemon

menggunakan sumber dayanya lebih banyak lagi untuk mempertahankan dominasinya.

Besarnya biaya untuk mempertahankan status quo dan fakta bahwa hegemon cenderung

membayar lebih banyak berarti seiring berjalannya waktu biaya ini akan meningkat lebih

cepat dibandingkan keuntungan yang didapat dari status quo. Penurunan keuntungan

memberikan beban finansial bagi hegemon yang jika tidak diatasi akan mempengaruhi

posisi dominan hegemon dalam sistem.

Hegemon mengubah kebijakannya dalam dua cara untuk menyeimbangkan kembali

keuntungan dan biaya status quo serta menghadapi negara pesaing. Yang pertama adalah

menambah sumber daya yang bisa digunakan untuk mempertahankan komitmen dan posisi

hegemon dalam sistem berupa kenaikan pajak dalam negeri dan penarikan biaya dari

negara lain. Hegemon akan mengambil kebijakan inflasi atau memanipulasi kondisi

perdagangannya dengan negara lain. Yang kedua adalah penghematan dengan mengurangi

komitmen internasional dan pembiayaannya dengan cara yang tidak membahayakan posisi

dominasinya. Contohnya adalah dengan menarik diri secara unilateral dari perjanjian atau

komitmen internasional yang merugikan hegemon. Hegemon bisa melakukan penghematan

jangka pendek setelah mengeluarkan biaya yang sangat besar sebelumnya. Kebijakan-

kebijakan ini diharapkan bisa menarik kembali keuntungan kepada hegemon.
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1.6.1.2 Konsep Nasionalisme Ekonomi menurut George Macesich

Pada bagian konsep, penulis menggunakan konsep nasionalisme ekonomi untuk

menjelaskan kebijakan perdagangan yang diambil oleh AS. Kebijakan proteksionis AS

merupakan respon dari kerugian-kerugian perdagangan yang dialaminya akibat faktor yang

terjadi dalam sistem perdagangan internasional. Menurut Macesich (1985), nasionalisme

ekonomi merupakan bentuk kebijakan diskriminasi negara dalam hal perdagangan

terhadap produk dari negara lain demi kepentingannya sendiri. Konsep ini juga sering

dikenal sebagai merkantilisme atau proteksionisme. Nasionalisme ekonomi bisa digunakan

untuk menjelaskan jenis dan arah kebijakan perdagangan yang kini diambil oleh AS.

Nasionalisme ekonomi merupakan reaksi politik terhadap ketidakadilan sistem

kapitalis berupa beberapa kebijakan yang merupakan intervensi negara terhadap aktivitas

ekonominya. Para pendukung nasionalisme ekonomi biasanya akan mengkritik

perdagangan bebas karena memberikan dampak buruk terhadap kondisi ekonomi dan

sosial negara. Persaingan kepentingan ekonomi menjadi meningkat karena kompetisi

dengan produk dari luar negeri (Macesich 1985: 27). Nasionalis ekonomi beranggapan

sudah menjadi sifat alami dalam sistem bahwa negara akan saling bersaing untuk

menguasai sumber daya ekonomi.

Nasionalis ekonomi menginginkan keseimbangan perdagangan dengan negara lain

dan mengaitkannya dengan keamanan nasional. Dalam persaingan ekonomi antarnegara,

nasionalis ekonomi lebih mementingkan keuntungan relatif terhadap negara lain (relative

gain) dan mengesampingkan fakta bahwa masing-masing pihak mendapatkan keuntungan

bersama (mutual gain). Bagi mereka, perdagangan adalah sebuah arena persaingan

internasional di mana perekonomian yang saling bergantung akan memberikan rasa tidak

aman karena kerentanannya terhadap tekanan ekonomi dan politik eksternal. Pada
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dasarnya kebijakan nasional ekonomi diambil untuk melindungi ekonomi domestik dari

tekanan eksternal tersebut. Kebijakan yang bersifat defensif ini biasanya muncul di negara

maju yang mulai mengalami penurunan kekuatan ekonomi. Bentuk-bentuk kebijakan

tersebut bisa berupa tarif, kuota, pembatasan sukarela (voluntary export restraint), maupun

kebijakan lain yang sifatnya mendiskriminasi produk perdagangan dari negara lain

(Macesich 1985: 23).

Nasionalisme ekonomi memfokuskan negara sebagai aktor utama dalam hubungan

internasional untuk mencapai perkembangan ekonomi. Kegiatan ekonomi memiliki

dampak terhadap kesejahteraan dalam negeri dan kedaulatan negara sehingga

membutuhkan perhatian khusus. Interaksi politik kelompok domestik dapat mempengaruhi

pasar sebagaimana pasar dapat mempengaruhi interaksi politik di dalam negara. Kebijakan

luar negeri, tak terkecuali kebijakan ekonomi luar negeri, adalah hasil dari kontestasi

kepentingan antara kelompok domestik yang dominan. Perdagangan proteksionis dan

kebijakan yang bersifat nasionalis lainnya merupakan upaya untuk menambah bagian

keuntungan yang mereka dapatkan dari aktivitas ekonomi.

Penjelasan di atas dapat diartikan bahwa meskipun nasionalisme ekonomi

memberikan kuasa penuh pada negara untuk mengintervensi dan melindungi aktivitas

ekonominya, kebijakan yang diambil merupakan bentuk dari kepentingan yang

diperjuangkan kelompok domestik. Dukungan terhadap nasionalisme ekonomi tergantung

pada kondisi ekonomi domestik dan kompetisi internasional yang sedang berlangsung

(Macesich 1985: 39). Akibatnya, kepentingan-kepentingan ini tidak konstan dan akan terus

berubah, sehingga kebijakannya juga bisa bervariasi di tiap negara seiring waktu. Hal

inilah yang menjadikan nasionalisme ekonomi tetap dilihat sebagai pilihan alternatif

kebijakan bagi para pemimpin negara di tengah liberalisasi perdagangan dunia.
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1.6.2 Teori Yang Digunakan Pada Penelitian Ini

Dalam menganalisis penyebab AS memberlakukan kebijakan perdagangan

proteksionis yang dilihat dari level sistem, penulis menggunakan Teori Kestabilan

Hegemon (Hegemonic Stability Theory) menurut Robert Gilpin. Gilpin memiliki

pandangan yang berbeda jika dibandingkan dengan teoriwan terdahulu seperti Charles

Kindleberger dengan karakteristik hegemonnya sebagai stabilisator dan penyokong sistem

serta teori dari Robert Keohane yang menitikberatkan hegemon sebagai aktor yang

menginisiasi kerjasama untuk pembentukan institusi dan rezim internasional. Teori Gilpin

memiliki perspektif realis karena menurutnya hegemon bertindak berdasarkan

kepentingannya sendiri. Hegemon bisa saja mengambil kebijakan yang merugikan negara

lain selama itu dirasa perlu untuk mencapai kepentingannya.

Di dalam bukunya yang berjudul War and Change in World Politics, Gilpin

memfokuskan analisisnya pada struktur sistem di mana perubahan yang terjadi di

dalamnya mempengaruhi perilaku negara-negara. Hegemon memiliki beberapa fase

kehidupan yang dipengaruhi perubahan distribusi kekuatan tersebut. Dimulai dari awal

mula hegemon muncul menjadi kekuatan dominan dalam sistem karena tidak ada negara

lain yang mampu mengambil peran sebagai pemimpin dan penjamin kestabilan sistem.

Setelahnya dilanjutkan dengan saat sistem berada pada status quo, masa di mana hegemon

mempertahankan posisinya bersamaan dengan bertambahnya akumulasi kekuatan negara

lain karena mendapat keuntungan dari sistem yang didukung oleh hegemon. Sampai ketika

kekuatan hegemon akhirnya mampu ditandingi oleh negara pesaing yang bersiap untuk

mengambil alih posisi dominasi melalui apa yang disebut Gilpin sebagai perang hegemoni

(hegemonic war) untuk kemudian mengulang siklusnya dari awal lagi.
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Sifat alami hegemon mulai muncul pada fase status quo dengan melakukan

peninjauan ulang terhadap biaya-biaya yang selama ini dikeluarkan untuk menopang

sistem. Hal ini dipicu oleh perubahan dalam sistem yaitu pergeseran distribusi kekuatan

yang berpotensi merugikan hegemon seperti meningkatnya jumlah dan kekuatan negara

pesaing. Hegemon menjadi lebih egois dan perhitungan karena harus mencari cara untuk

tetap mempertahankan posisi dan keuntungannya yang mulai menurun di saat negara-

negara lain mengalami pertumbuhan yang cepat dan berpotensi menjadi pesaingnya.

Tanggung jawabnya untuk membiayai sistem tergantikan dengan kebutuhannya untuk

mulai memikirkan kepentingannya sendiri sehingga kebijakan yang cenderung tidak

bersahabat dengan negara lain pun diambil. Fase inilah yang menjadi alasan penulis

menggunakan teori kestabilan hegemon dari Gilpin karena terdapat penjelasan mengenai

perubahan dalam sistem yang mempengaruhi perilaku hegemon.

Prediksi Gilpin mengenai perilaku hegemon pada fase status quo yaitu

memanipulasi kondisi perdagangannya dengan negara lain serta mengurangi komitmen

internasional sebagai cara untuk mempertahankan posisi dominasinya cocok dengan

beberapa kebijakan yang selama beberapa tahun terakhir telah diambil AS. Tidak hanya

akibat, Gilpin juga menguraikan penyebab internal dan eksternal mengapa kekuatan

hegemon mulai menurun pada fase status quo. Faktor eksternal tersebut adalah pergeseran

distribusi kekuatan dalam sistem dan besarnya biaya mempertahankan posisi dominasinya.

Penulis menggunakan faktor eksternal sebagai indikator karena dapat menjawab rumusan

masalah penelitian untuk menganalisis bagaimana faktor dalam sistem mempengaruhi AS

dalam mengambil kebijakan perdagangan proteksionis.

Penulis juga menggunakan konsep nasionalisme ekonomi menurut George

Macesich untuk menggambarkan bentuk kebijakan perdagangan proteksionis yang diambil
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Aturan WTO untuk negara
berkembang

oleh AS. Sesuai dengan penjelasan mengenai konsep ini di bagian sebelumnya, AS

mengambil kebijakan tersebut sebagai bentuk intervensi terhadap kegiatan

perekonomiannya. Intervensi dilakukan untuk melindungi ekonomi domestiknya dari

tekanan eksternal yang merugikan AS. Sehingga dalam penelitian ini, teori kestabilan

hegemon dari Robert Gilpin serta konsep nasionalisme ekonomi dari George Macesich

cocok untuk digunakan dalam menganalisis kebijakan perdagangan proteksionis AS.

1.6.3 Alur Pemikiran

Gambar 1.1 Alur Pemikiran

Kerugian perdagangan bagi
AS

Penurunan
kapasitas

perdagangan AS

Peningkatan peluang
perdagangan negara

berkembang

Kebijakan perdagangan
proteksionis AS

Hegemonic Stability Theory
dari Robert Gilpin
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1.7 ARGUMEN UTAMA

Berdasarkan uraian latar belakang dan teori yang telah dijelaskan sebelumnya,

penulis mengajukan hipotesis bahwa adanya peraturan WTO yang memberikan perlakuan

istimewa kepada negara berkembang menyebabkan aturan ini sering dimanfaatkan oleh

negara berkembang yang memiliki tingkat pendapatan yang tinggi dan tidak seharusnya

mendapat pengecualian konsekuensi perdagangan dengan negara maju. Pemanfaatan yang

memberikan keuntungan secara sepihak menyebabkan kerugian bagi perdagangan AS.

Sebagai upaya untuk menyeimbangkan keuntungan dan kerugian yang dialami, AS

menggunakan posisi dan kekuatannya sebagai negara hegemon untuk mempengaruhi

proses berjalannya sistem agar berjalan sesuai dengan kepentingannya. Secara unilateral,

AS mengubah arah kebijakan perdagangannya menjadi proteksionis guna melindungi

industri dalam negeri dan perdagangan internasionalnya yang menghadapi persaingan

dengan negara berkembang yang memanfaatkan aturan pengecualian dalam WTO.

1.8 METODE PENELITIAN

1.8.1 Desain Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan penelitian yang bersifat

eksplanatif (menjelaskan). Tujuannya adalah untuk menemukan faktor apa yang

melatarbelakangi peristiwa yang terjadi. Penelitian eksplanatif berusaha untuk menjawab

pertanyaan penelitian dengan menemukan hubungan antara variabel. Dimulai dari

kerangka pemikiran, hipotesis lalu dirumuskan untuk selanjutnya diuji melalui cara

berpikir formal dan argumentatif.
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1.8.2 Definisi Konsep

a. Sistem perdagangan internasional: Perdagangan internasional merupakan

pertukaran barang, jasa, dan modal antara negara-negara di dunia. Sistem

perdagangan internasional memiliki bermacam bentuk hubungan dagang

antarnegara di dalamnya seperti perjanjian unilateral, bilateral, regional, dan

multilateral (McCulloch, 2012: 1). Organisasi perdagangan internasional kemudian

dibuat untuk memperlancar hubungan dagang antara negara yang memiliki

perbedaan kapasitas ekonomi, contohnya adalah WTO. Organisasi ini diperlukan

untuk mendorong dan memfasilitasi kerjasama perdagangan.

b. Stabilitas hegemoni: teori dari Robert Gilpin berfokus pada struktur sistem di mana

perubahan yang terjadi di dalamnya mempengaruhi perilaku negara hegemon.

Perubahan tersebut meliputi pergeseran distribusi kekuatan dalam sistem dan

besarnya biaya mempertahankan posisi dominasinya. Hegemon akan beradaptasi

dalam situasi ini dengan cara mengambil kebijakan yang memanipulasi kondisi

perdagangannya dengan negara lain serta mengurangi komitmen internasional.

c. Negara hegemon: Merupakan negara dominan yang memiliki kekuatan sangat

besar untuk mengatur sistem dan negara di dalamnya. Dengan kekuatan militer dan

kekayaannya yang besar, hegemon mampu mempengaruhi negara lain untuk

mematuhi aturan sehingga kestabilan sistem tercipta. Hegemon juga memiliki peran

yang berbeda dibandingkan dengan negara lain di dalam sistem, yaitu sebagai

penyedia public goods seperti keamanan dunia serta kestabilan perdagangan dan

ekonomi (Schenoni, 2018: 473).

d. Nasionalisme ekonomi: Menurut Macesich, nasionalisme ekonomi merupakan

bentuk kebijakan diskriminasi negara dalam hal perdagangan terhadap produk dari

negara lain demi kepentingannya sendiri. Bentuk-bentuk kebijakan tersebut bisa
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berupa tarif, kuota, pembatasan sukarela (voluntary export restraint), maupun

kebijakan lain yang sifatnya mendiskriminasi produk perdagangan dari negara lain.

Nasionalisme ekonomi bisa digunakan untuk menjelaskan jenis dan arah kebijakan

perdagangan yang kini diambil oleh AS.

1.8.3 Fokus Penelitian

Tabel 1.4 Fokus Penelitian

Variabel Dimensi Indikator Deskripsi

Analisis Dinamika Perubahan dalam 1. Pergeseran Munculnya kekuatan

Perdagangan sistem perdagangan distribusi kekuatan ekonomi baru karena

Internasional dan internasional dalam sistem aturan istimewa

Dampaknya dalam WTO untuk

Terhadap Kebijakan negara berkembang

Perdagangan 2. Biaya dominasi Mempertahankan

Proteksionisme ekonomi yang besar dominasi dari

Amerika Serikat negara-negara

pesaing serta biaya

penyediaan public

goods yang besar

yang dimanfaatkan

oleh free-rider

1.8.4 Unit Analisis

Penulis menggunakan negara sebagai unit analisis dalam penelitian ini. Hal ini

dikarenakan penulis ingin meneliti faktor-faktor penyebab diberlakukannya kebijakan

perdagangan proteksionis oleh AS.
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1.8.5 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif yaitu data non numerik dan

dideskripsikan dengan kata-kata yang didapatkan dari dokumen berupa buku, jurnal,

laporan, dan surat kabar. Interpretasi dilakukan untuk memahami data dan menjelaskan

hubungan yang terkait berkenaan dengan fenomena. Untuk sumber data, penulis

menggunakan data sekunder yang bersumber dari website resmi instansi terkait serta buku,

jurnal, dan website yang relevan dengan topik yang diteliti penulis.

1.8.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan atau library

research. Teknik ini memungkinkan pencarian data karena memiliki sumber koleksi yang

beragam untuk berbagai macam subjek (Young 1983: 188). Penulis menggunakan teknik

ini karena kemudahannya dalam mencari data sekunder yang dibutuhkan. Kata kunci atau

frase digunakan untuk mencari dan memilah data yang relevan dengan topik

1.8.7 Teknik Keabsahan Data

Agar bisa memperoleh data yang valid, diperlukan pengujian keabsahan data.

Penulis menggunakan teknik triangulasi data dalam penelitian ini. Triangulasi data

merupakan teknik dengan melakukan pengecekan kredibilitas data dengan menggunakan

sesuatu di luar data itu sendiri sebagai pembanding (Moleong 2002: 330). Menurut

Sugiyono (2013: 273-275), penelitian setidak-tidaknya harus menggunakan triangulasi

sumber untuk mencapai standar kredibilitas data. Triangulasi sumber dilakukan dengan

cara memeriksa data dari berbagai sumber dan metode. Analisis kemudian dilakukan

berdasarkan data yang telah diperoleh dan ditarik kesimpulan.
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1.8.8 Teknik Analisa Data

Pada tahap analisis, penulis menggunakan teknik analisis induktif dengan

mengumpulkan data kemudian dianalisa untuk dicari hubungannya dengan teori yang

sudah dipaparkan. Generalisasi lalu ditarik sebagai kesimpulan berdasarkan fakta-fakta

yang ada.
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